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Lely Anna Puspa Sari. 2016. E0012229. Penerapan Asas Desentralisasi 
Asimetris Dalam Penetapan Kawasan Khsusus Sebagai Upaya 
Pengembangan Potensi Daerah Di Idonesia. Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penulisan hukum ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis penerapan 
asas desentralisasi asimetris dalam penetapan kawasan khusus di Indonesia. 
Kedua, untuk menganalisis penerapan desentralisasi asimetris dalam wujud 
kawasan khusus dapat menjadi salah satu solusi pengembangan potensi daerah. 
 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. 
Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan 
komparasi. Sumber hukum yang digunkan dalam penelitan ini adalah melalui 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang dilakukan dengan studi dokumen dan teknik analisis yang digunakan 
adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. 
 Sistem Pemerintahan Daerah yang digunakan dewasa ini dilaksankan 
untuk dapat mengakomodir kebutuhan tiap daerah. Kebutuhan daerah yang 
diakomodir juga sebagai salah satu wujud demokrasi lokal untuk terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan yang berbeda di tiap daerah 
tersebut diakomodir melalui adanya perlakuan khusus dari Pemerintah. Landasan 
dari perlakuan yang berbeda tersebut berdasar pada penerapan asas desentralisasi 
asimetris yang telah berkembang dalam wujud kawasan khusus. Kawasan khusus 
yang dimaksud sebagai salah satu upaya untuk mengembangakan potensi 
unggulan daerah. 
 






Lely Anna Puspa Sari. 2016. E0012229. The Application Of Asymmetric 
Decentralization Principle In Determining of Special District as Local 
Potential Development Effort In Indonesia. Legal Writing. Law Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 The aims of this legal research are for, first, to analyze the application of 
asymmetric decentralization in determining of special district in Indonesia. 
Second, to analyze the application of asymmetric decentralization in determining 
of special district in Indonesia can be the one solution to develop the local 
potential. 
 This research is a prescriptive normative law. The approach which used 
by the author are statue approach, case approach, historical approach, 
conceptual approach and comparative approach. The legal source used in this 
research is through primary legal materials and secondary law. Technique 
collection of legal materials made with the study of documents and analysis 
techniques used are the syllogism method that uses deductive reasoning patterns. 
 The Local Government system that is used today is carried out to be able 
to accommodate the needs of each region. Region needs to be accommodated as 
well as a form of local democracy for the realization of public welfare. Fulfillment 
of different needs in each region is accommodated through by special treatment 
by the Government. The cornerstone of that different treatment is based on the 
application of the principle of asymmetric decentralization which has developed 
in the form of special district. That Special district intend as part of efforts to 
develop the local potential. 
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